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Dengan mengucap - kepada _, buku model

Implementasi kebijakan untuk meningkatkan Kemandirian desa dapat

terselesaikan. Hajat untuk mendalami impelementasi kebijakan
program vyang digulirkan ke desa adalah niat penulis untuk
memperkaya khasanah pengembangan Ilmu Pemerintahan yang
sangat erat kaitaannya dengan kebijakan publik. Kepedulian
pemerintah akan pembangunan desa sungguh menjadi tanggung
jawab yang sangat besar, dalam konteks pembangunan nasional.
Dinamika pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam masyarakat seperti
sekarang ini sangat amatlah dinamis, tanpa memperhatikan segenap
aspek yang meliputi pelaksanaan kebijakan sungguh kebijakan akan
selalu bernasib sama selalu tidak optimal bahkan gagal dalam
implementasinya (lack implementation).

Isu besar kebijakan Dana Desa sesungguhnya merupakan
kemajuan besar dalam tata kelola pemerintahan yang menganut asas
desentralisasi meskipun untuk desentralisasi di Indonesia hanya
dikenal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, namun demikian
hakekatnya transfer Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi fiscal
yang ditujukan ke desa. karena APBN sesuai amanat UU harus
mengalokasikan Dana yang ditujukan untuk Desa. Amanat tersebut
menjadi demikian penting karena jumlah Dana Desa hingga saat ini
terus meningkat jumlahnya sejak 2015, bahkan telah mencapai 100
triliun. ini peluang sekaligus tantangan bahkan juga menjadi berbahaya
apabila Dana Desa ini tidak dikelola secara tepat.

Banyak penulisan berkaitan dengan dana desa hanya saja
menurut penulis dinamika pelaksanaan kebijakan sangat dinamis, dan
cepat terutama sebagai pengaruh globalisasi, informasi dan
teknologi. Oleh karena itu penulisan ini lebith banyak berkutat pada
persoalan proses (interaksi) kebijakan Dana Desa ini, karena
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pendekatan kebijakan saat ini tidak lagi satu arah sebagaimana
pendekatan kebijjakan pada era sentralistik dengan pendekatan
structural efficiency model (penyeragaman), melainkan dua arah yang
setiap proses interaksi menghasilkan salue yang harus diterjemahkan
dalam proses formal kebijakan guna mendapatkan kebijakan yang
dapat mensejahterakan dan bisa diterima sebagian besar para pihak.
Akhirnya “tiada gading yang tak retak”, harapan penulis kiranya

vi




Pemerintahan —--——-----mmoomo o 13

BAB 3
Kemandirian Desa sebagai Kinerja Kebijjakan----—------—--—--- 53
BAB 4
Desa Membangun VS Membangun Desa -—-----—-—----—--- 67
BAB 5
Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa---—----—--momnv 31

BAB 7
Faktor Konten Kebijakan Dana Desa ------—----smmmmmmeee - 105
BAB 8
Faktor Konteks Implementasi Kebijakan Dana Desa-----—--- 125
BAB 9
Model Kebijakan IIP Sebagai Model Kompromistis ------—--- 137
DAFTAR PUSTAKA e 141
PROFIL PENULIS oo 148

vii




Ku persembahkan untuk istriku tercinta Bini Dewi,
Naufal, ayya dan Al, karena buah cinta dan
dukungannya telah banyak memberikan ruang kepada
mamiq untuk terus berkarya...

'—6\96\/@04'




BAB 1
PENDAHULUAN

g - o

egara merupakan entitas politik, yang memiliki sistem hukum

yang bersifat umum dan suatu pemerintah yang independen,

terorganisir, yang mengontrol semua orang yang bermukim
pada suatu wilayah tertentu (Hamdi, 2014:1). Banyak pakar
menyebutkan bahwa negara berhak memonopoli penggunaan
kekerasan (violence) atas nama kepentingan bersama, sebagaimana yang
dikatakan oleh Henslin, Peter Burnham, dan Weber. Hamdi (2014),
dalam kajianya telah mengutip pendapat Ole Borre dan Michael
Goldsmith yang mengatakan:

“States bave always undertaken some function, first, they bave had major
concern with defence, to protect and promote the tervitory which the state
encompases. ...a second traditional concem for states, linked to external
security, has been law enforcement,....and as states and economics
developed, pressure grew for those”

Artinya: Negara selalu memiliki peranan multifungsi, yang pertama
negara berfungsi pokok pada pertahanan untuk melindungi dan
menjaga teritorial dari penguasaan negara lain, yang kedua dalam
kondisi negara yang aman negara berfungsi menjaga keamanan
cksternal melalui  penegakan hukum, dan negara melakukan
pembangunan ekonomi sebagai bentuk tekanan atau tuntutan kepada
negara.

Fungsi negara vyang dikemukakan diatas, sesuai dengan
perkembangan negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk
menyejahterakan penduduknya, selanjutnya dalam UUD 1945 juga
menyebutkan negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa,




memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Landasan konstitusi ini
mengisyaratkan bahwa pemerintah sebagai manifestasi dari negara
menjadi subjek utama dalam proses pencapaian tujuan tersebut, yang
artinya tidak bermaksud menomorduakan peran yang lain. Akan tetapi
kepada pemerintahlah legalitas kekuasaan rakyat itu diberikan.
Pemerintah  mempunyai  kekuasaan dan  kewenangan  yang
dipergunakan dalam pencapaian tujuan itu. Pembangunan secara
teoritik memiliki aspek dan pendekatan yang beragam, dilakukan
secara continwe dan paripurna untuk memenuhi kondisi perubahan
yang diinginkan. Pembangunan tidak akan dirasakan kalau hanya
menghasilkan manfaat bagi kelompok dan golongan tertentu atau
aspek sebagian saja, pembangunan adalah perubahan yang teratur dan
positif karenanya pembangunan harus bergerak secara linier dan
teratur, bila tidak akan melahirkan permasalahan baru sebagai dampak
dari pembangunan itu sendirnt yang tidak bisa dikendalikan atau
paradoksal, yaitu pembangunan menjadi eksklusit bagi kelompok
tertentu saja.

Hakekat diatas menjadi selaras dengan butir ketiga Nawacita
yaitu membangun Indonesia dimulai dari desa, hal ini sangat
mendasar karena secara demografis sebagian besar penduduk
Indonesia masih tersebar lebih besar di wilayah perdesaan. Logika
sederhananya jika desa maju maka menjadi penopang bagi kuatnya
negara kesatuan.

Kebijakan otonomi mejenjadi peluang bagi daerah untuk
menangani dupur mereka sendiri. Ini adalah salah satu pilihan untuk
mengatasi ketidakseimbangan baik di tingkat pemerintahan pusat dan
bupaten maupun antar kabupaten. Peristiwa yang terjadi karena
seimbang meningkatnya
usat statisttk bulan

September tahun 2015 menunjukan

erkotaan sebesar di perdesaan
_”fn (www.bps.go.id,). Sehingga untuk menghadapi

permasalah tersebut, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap
pembangunan daerah perdesaan.




Perjalanan pengelolaan desa sudah
hingea saat ini,

L,

di tandai adanva

Pemerintahan Daerah,

/1999 tentang

tentang
Pemerintahan Daerah, namun dalam

pelaksanaannya dirasa belum dapat .wakih' aia }?ani menjadi
keinginan dan kebutuhan desa sehingga

lahir - kebtjakan affirmative (Nata Irawan, 2017) atas tuntutan
serta tekanan publik.

Terbitnya peraturan perundang-undangan tentang desa adalah

salah satu alternatif untuk mengoptimalkan peranan desa dalam
berkontribusi dalam pembangunan negara. Seperti yang kita ketahui
bersama bahwa pasca reformasi, Undang-undang Pemerintahan
Daerah dinilai belum mewakili an desa yang dian, entin

d

alam pembangunan nasional.
& dianggap kurang memberikan ruang bagi desa

dalam berekpresi dan mengembangkan diri. Kesemuanya terifikan
mengedepankan desentralisasi untuk pemerintah daerah. Pada

wilayah, daerah . Sedangkan

daerah otonom. (W. Riawan

Tjandra, 2004)

Berdasarkan regulasi di atas, desa memiliki pendapatan yang
tidak lagi kecil seperti era sebelumnya, peluang ini harus dapat
dioptimalkan oleh desa untuk dapat memberdayakan dirinya (sef
empowerment) agar mampu menjadi self governing  community, yaitu
memiliki kemandirian, kemampuan untuk melaksanakan tugas serta
fungsi pemerintahan yang menunjukan prakarsa pembangunan yang

dimulai dari desa. Setiap tah A emerintah usat telah
menﬁanﬁarkan dana desa yang

, pemerintah telah meningkatkan anggaran




dana desa menjadi 46,98 triliun. Selanjutnya pada tahun 17

emerintah telah menambah lagi anggaran sebesar 60 triliun (
Begitupun ‘ dari - atas _,

kebijakan dana desa telah terbukti dapat menghasilkan capaian yang
dapat bergu berupa
infrastruktur

untuk  masyarakat, yang diantaranya
kilometer; kemudian
sepanjang 914 ; sarana ; 2.201

dermaga; 14.957 dan lain-lainya yang sangat menujang kehidupan di
desa (Buku Saku Dana Desa, Kemenkeu, 2017). Akan tetapi secara
nasional, capaian ini belum tuntas dalam implementasinya, masih ada
hal-hal  yang dapat menjadi penghambat pencapaian dalam
implementasi kebijakan, hal tersebut terlihat pada periode 2018, telah
tercatat 900 kasus yang menjerat parat perangkat desa di Indonesia
yang terindikasi telah menyalahgunakan wewenangnya dalam

pengeunaan dana desa (www.merdeka.com). Begitu juga dengan
provinsi lain, terdapat permasalahan terkait dengan pelaksanaan DD,
misalnya di Jawa Tengah yang dikutip dari tempo.com yaitu sebagai
berikut:

“....Penyerapan dana desa di wilayah Jawa Tengah masih
minim. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan  Provinsi  Jawa Tengah Yuni Wibawa
mengatakan, dana desa sudah tersalurkan sekitar 60 persen
masuk di Rekening Kas Umum Daerah atau RKUD. Namun,
penyerapannya baru sebesar 128 miliar atau 4,24 persen.
"Penyerapannya masih belum optimal. Untuk wilayah Jateng,
total pagu dana desa mencapai Rp 6,7 triliyun. Realisasinya,
sampai tahap II sudah disalurkan ke RKUD Rp 4,03 triliun, dari
RKUD ke Rekening Kas Daerah Rp 3,02 triliun.
Penyerapannya di desa baru Rp 128 miliar," ujar Yuni di
Semarang, Senin 30 Juli 2018.Yuni mengatakan, pada tahap 1
penyaluran dana desa di Kas Umum Daerah sekitar 20 persen
atau Rp 1,34 trillun. Sementara penyaluran tahap Il sebanyak 40
persen atau Rp 2,69 triliun. Data tersebut ia himpun hingga pagi

ini, Senin 30 Juni 20187




Kasus sepert diatas, tidak menutup kemungkinan terjadi I
e

salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 999 desa, maka
menjadi amanah sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk
mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan bagi
masyarakat, karena saat ini IPM Provinsi NTB masih terbilang rendah
dibanding dengan provinsi yang lainya. Begitupula pertumbuhan
ckonomi regionalnya juga masih tergolong rendah di bawah rata-rata
tingkat nasional.

Kondisi perdesaan di N'TB secara indeks kemandirian, statusnya

masih r{ilirata berkembang dan tertinggal, sebagaimana yang
disajikan
Kondisi dan StaL NTB

Status -

No Uraian - —— Jumlah
Tertinggal Berkembang Mandiri

1.  Jumlah 138 755 106 999
desa
2. Persentase 13,81% 75,58 Yo 10,61% 100%

Sumber: Buku Indeks Desa, Kemendes PDTT, 2014

Tabel diatas menunjukan keberadaan desa tertinggal
mengindikasikan bahwa desa di NTB masih memiliki pekerjaan besar
untuk meningkatkan kemandirian sosial, kemandirian ekonomi dan
kemandirian lingkungan. Berdasarkan data IDM (Indeks Desa
Membangun) 2017 vyang dikeluarkan Kemendes PDTT masih
terdapat delapan (8) desa tertinggal atau sangat tertinggal antara
lain:1.) Desa Montong #ah Kecamatan Praya Barat Daya 2.) Desa
Ranggagata Kecamatan h} Desa Mertak Kecamtan
-} Desa Praimeke Kecamatan Praya Tengah 5.) Desa Dakung
Kecamatan Praya Tengah 6.) Desa Lekor Kecamatan Janapria 7.)

Kecamatan Loang Maka Kecamatan Janapria 8.) Desa Bangket Parak
Kecamatan Pujut.




Nilai IDM mencerminkan tingkat Kemandirian desa secara
ckonomi, sosial dan lingkungan vyang mengasosiasikan tingkat
kemampuan desa dalam tiga sektor, hal ini berarti bahwa secara
teoritik adanya dana desa yang di salurkan ke desa seharusnya
memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kemandirian desa
termasuk didalamnya penurunan angka kemiskinan. Sebagaimana
yang dikatakan (Prasetyanto, 2014) dalam kajianya yang membuktikan
bahwa pertumbuhan perekonomian di negara tirai bambu didukung
oleh reformasi keuangan dan perdesaan. Pernyataan tersebut seperti
pernyataan yang lainnya yang mengatakan bahwa desentralisasi
keuangan telah meningkatkan pembangunan bagi daerah yang masih
tertinggal (Martowardojo, 2014).

Merujuk pada penjelasan diatas, seharusnya keberadaan DD
sejak etektif dimulai dapat memberikan dampak terhadap penurunan
angka kemiskinan di daerah, walaupun tentu harus ada pengkajian
tentang berbagai variable yang berkontribusi terhadap penurunan
angka kemiskinan. Namun demikian dengan melihat besarnya dana
transfer yang ditujukan ke desa sejak tahun 2015, target penurunan
angka kemiskinan daerah sebesar 2% (dua per seratus) seharusnya
bisa tercapai.

...Klaim Pemprov Nusa tenggara Barat (NTB) dalam menyebut
angka kemiskinan yang selalu berkurang, tidak sesuai fakta
sebenarnya. Angka kemiskinan tersebut selalu bertambah,
disebabkan selama ini selalu bermain target angka, tanpa diiringi
kebijakan yang mengarah ke masyarakat. Anehnya, ketika BPS
merilis data kenaikan angka kemiskinan, justru disalahkan oleh
Pemprov. “Padahal BPS ‘kan lembaga negara yang dipercaya
dalam hal angka,” kata anggota DPRD NTB, Rathan Anwar, di
Mataram (kicknews.today).

Data Dinas PMPD Kabupaten Lombok Tengah terkait
peningkatan da esa mulai pada 2015-2017. Yaitu pada tahun 2015
sejumlah Rp.20. - sedangkan
dialokasikan

B menjadi Rp.




- 2017). Sedangkan angka kemiskinan juga redative masih tinggi

sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 1.2.
Data Kemiskinan
Kemiskinan
Ne Komponen 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah

1 penduduk 15795 148.15 145.15 14518 147.94 145370
miskin (000)
Prosentase

2 penduduk 18.14 16.72 1602 1603 16.26 15,80
miskin
Indeks

3 kedalaman 268 271 2.32 2.49 3 3
kemiskinan
Indeks

4 kr:pa.r:ah'an .63 .68 .5 .55 87 .87
kemiskinan
Garis

5 kemiskinan 267.142  258.665 36311 319518 335286 357337
(Rp/Kap, bulan)

Sumber. BPS-Loteng, Tahun 2015.

Begitu juga dengan tercermin capaian
, pelayanan kemampuan . Padahal
desentralisasi keuangan dan transfer DD sesungguhnya dihajatkan
untuk mengentaskan kemiskinan dalam arti yang luas (alamiah,
struktural, dan fungsional) melalui proses pemberdayaan (emponering).
Kondisi tersebut sesungguhnya menjadi salah satu indikator bahwa
efektifitas kebijakan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan
(povertyAllevation) masih belum optimal.

Dengan angka IPM vang
daerah

Cuku.

Sesuai
kebijakan dana desa hingga penyususnan
_, belum ada Desa Maju atau Mandiri, kebanyakan masih
berstatus sebagai Des{Berkembang, bahkan masih terdapat delapan
Desa Tertinggal atau
Lombok Tengah,




Selanjutnya penulis bertikir bahwa program ini
I au hambatan

yang baik dalam hal peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat. Adapun hambanyanya perfama, program yang dijalankan
rasa tidak menjadi solusi yang solutif dari permasalahan yang ada,

implementasinya sinergi
2018), Ketiga, faktor geografis dan bencana alam, &eempal lemah
monitoring dan evaluasi, sehingga adanya program tidak memberikan
efek pembelajaran dalam penyempurnaan peraturan.

Sehingga kendala tersebut sebagai penyebabnya kecilnya
persentase capaian dalam implementasi anggaran dana desa, hingga

hal ini diangkat oleh penulis. Terdapat 19 kasus perangkat desa ﬁ

harus berurusan dengan hukum dengan dugaan penyalahgunaan

I i -
contoh Liputan Radar Lombok 12 Nopember 2018 kasus H
- pmm

berikut:

... Pengembalian yang dilakukan oleh mantan bendahara desa
tersebut atas dasar temuan dari inspektorat dalam kasus dugaan
korupsi yang ditangani oleh kejaksaan. Pengembalian tersebut
dikatakan juga itu atas inisiaif mantan bendara itu sendiri.
Jumlah kerugian negara yang dikembalikan oleh mantan
Bendahara Desa Pengembur hari ini Rp 186 juta lebih,” ujar
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Praya Hasan Basri di kantornya.
Dijelaskan, jumlah keseluruhan temuan yang menjadi kerugian
negara dalam kasus laporan penyimpangan anggaran dana desa
tahun 2017 di Desa Pengembur itu sebesar 600 juta lebih.
Temuan itu merupakan hasil audit yang dilakukan oleh
Inspektorat karena ada berapa program pembangunan yang
diduga laporannya tiktif (kicknews.today).

Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah,
juga mengalami persoalan terkait dengan dan APBDes baik dana desa
maupun alokasi dana desa.




...Praya (Suara NTB) — Setelah menuntaskan kasus korupsi
Alokasi Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa Tumpak
Kecamatan Pujut, Kejaksaan Negeri (Kejar) Lombok Tengah
(Loteng) kini kembali melakukan penyelidikan terhadap dugaan
korupsi ADD desa setempat. Dengan Pelaksana Tugas (plt)
Kades Tumpak, diduga terlibat. Demikian diakui Kasi. Pidsus
Kejari Loteng, Hasan Basri, SH., MH., Sabtu, 17 Juni 2017.
Dikatakannya, Kejari Loteng kembali membuka penyelidikan
terhadap dugaan korupsi ADD Desa Tumpak, setelah
menerima hasil audit Inspektorat Loteng tahun 2016. Dimana
ada 900 juta dana desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
penggunaannya oleh Plt. Kades Tumpak. Dari sekitar Rp 1,2
miliar  lebth  ADD  Desa  Tumpak vyang dikelola
(www.suarantb.com).

Hal di atas menunjukkan terdapat persoalan yang serius
berkaitan dengan sisi akuntabilitas pada pengelolaan dana desa.
Dilihat dari sisi aktivitas implementasi kebijakan m@pakan tahapan-

meliputl, pertama, Orpanization; yaitu:

(Rainey, 2002).

Keterkaitan antara struktur dengan perilaku dalam organisasi
(Melcher (1994:19-22) menjadi sinyalemen pelaksanaan dana desa di
pemerintah desa. Selain faktor kualifikasi dan kompetensi yang tidak
memadai sebagaimana stigma yang melekat pada desa. Hal ini tentu
sangat berkaitan dengan rata-rata pendidikan kepala desa/perangkat
desa dan seberapa tinggi pemahaman mereka terhadap ketentuan/
peraturan yang merupakan produk hukum turunan dari UU 6 Tahun
2014, vyang kita ketahui cukup banyak terdiri dari Peraturan




Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri, belum termasuk peraturan
arahan kepala daerah sebagai juklak juknis pengelolaan dana desa pada
level Kabupaten yang membutuhkan prinsip kehati-hatian dalam
pengelolaannya sebagaimana asas pengelolaan keuangan negara.

Pada implementasi kebijakan dana desa dilihat dari keberadaan
UU 6 tahun 2014 wyang lahir pada Bulan Oktober 2014,
pelaksanaannya tidak dipersiapkan dengan baik dalam rentang waktu
yang cukup pendek karena sejak Januari 2015 UU ini mulai berlaku,
sehingga tuntutan pelaksanaan UU ini menjadi tidak dapat di
akselerasi dengan cepat (low adaptive) oleh kabupaten/desa, hal ini
terlihat pada pola penyusunan Rencana Kerja Tahunan Desa
(RKPDes) yang tidak menempatkan Dokumen Rencana Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) sebagai filosofi dasar dalam menyusun
rencana kerja tahunan (RKPDes), situasinya adalah terjadi penetapan
persyaratan pencairan tahapan DD harus menyerahkan RPJMDes
terlebih dahulu, sehingga desa menyusun RPJMDes terkesan sekedar
memenuhi tuntutan formalitas semata (Laporan TAPM, 2015).
Kekhawatiranya hal tersebut dapat berpotensi mengabaikan sisi
efektifivitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan yang ingin
dicapai. Belum lagi yang tidak kalah penting dapat mengabaikan sisi—
sisi akuntabilitas, transparansi dan deliberasi (demokratis).

Semangat berdemokrasi dengan regulasi UU desa harusnya
dapat dimaknai sebagai ruang yang luas untuk melakukan perubahan
yang besar di desa, asas rekognisi dan asas subsidairitas menjadi dua
asas yang strategis yang mendudukkan desa pada posisi otonomi yang
luas dan bertanggung jawab. Dinamikanya terlihat pada pemilu kades
serentak pada bulan oktober 2018 sebanyak 96 desa melakukan
pemilihan, dengan rata-rata calon berjumlah lima ( 5 ) calon kepala
desa dimana Pemerintah Kabupaten terpaksa membatasi maksimal 5
calon, oleh karena banyaknya pendaftar menjadi calon kepala desa, ini
menjadi fenomena yang menarik bahwa semangat untuk membangun
desa menjadi demikian tinggi, akan tetapi harus mampu dikelola
dengan baik, sebab apabila tidak, semangat membangun malah akan
menjadi  bumerang apabila konflik antar calon kepala desa
menimbulkan gesekan berkepanjangan pada masyarakat karena
terpecah oleh situasi dukung mendukung yang dapat menghambat
proses pembangunan. Oleh karenanya pendidikan politk dan
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penanamam nilai diperlukan dalam kehidupan sosial. Keterbukaan
dan akses ke pengambil keputusan (decision maker) yang terbatas bagi
masyarakat menandakan kemunduran besar bagi pertumbuhan
demokrasi (USAID untuk Donor Working Group On Decentralization,
2006).

Melihat kondisi di atas, penulis akan mengulas pembahasan
untuk mengetahui sistem atau implementasi dan mengukur capaian,
serta faktor apakah yang menjadi penentu capaian akan implementasi
kebijakan dana desa selain itu juga untuk mengetahui strategi yang
paling tepat. Langkah pengujian terhadap strategi adalah upaya untuk
memecahkan masalah (problem solving) yang ada di desa. Sementara itu
pembahasan terhadap pelaksanaan peraturan adalah tid

mata hanya membahas mengenai pelaksanaan program atau
, melainkan hal yang
, schingga  harus ditransformasikan dalam
mekanisme  perumusan kebijakan  (policy  fomulation).  Sebagai
konsekuensinya kebijakan yang awal (semula) harus direvisi atau
bahkan diganti jika diperlukan (Muchlis, Hamdi, 2014).

Berbagai  masalah yang diuratkan diatas, maka  fokus
pembahasan dalam buku ini adalah Implementasi Kebijakan dana
desa, pengelolaan dana desa khususnya yang terkait dengan Bab 8
Pasal 72 tentang pendapatan desa. Konsep “desa membangun™ (desa
sebagai subjek utama dalam pembangunan yang memberikan
kewenangan kepada desa mulai dari merencanakan, melaksanakan,
monitoring dan evaluasi secara mandiri berdasarkan inisitaif lokal,

prakarsa masyarakat dan pemerintah desa) konsep tersebut
merupakan paradigma dalam pendekatan pembangunan desa untuk
dikaji, Perfama, pola pelaksanaan dana desa yang ditujukan untuk
kemandirian desa, vyaitu kondisi dimana entitas desa secara
kemampuan telah mampu mengurus kepe an dan kebutuhannya

sendiri (self governing community) diantaranya:
masyarakat; (2)
infrastrutur engembagan erckonomian
SDA yang , dan Kedua,
implementasi kebijakan dengan melihat anatomi kebijakan yang terdiri
atas, konten, konteks dan Proses implementasi kebijakan dana desa.

atau
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BAB 2
KONSEP PEMERINTAHAN

o - 4

llmu pemerintahan adalah “ilmu yang mempelajari
bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tap
orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan
pemerintahan, (sehinfilla dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh

ang bersangkutan™) pengertian
arti bahwa memiliki untuk memelihara
perdamaian “De hestuurswetenschap

waaronder het verstaat de wetenschap die zich hezighnudt met de

wijze waarop de openbare dir@st is ingericht en functioneert, intern
en naar tegenover de burgers” , 1975).
h angkatan perang dapat dikendalikan oleh

pemerintah, selain itu pemerintah juga perlu mempunyai power dalam
lembaga legislatif dalam arti keterlibatan
undang, dan selain itu pemerintahan jugs
keuangan dan

of how mefare governed ),
emerintahan itu sebagai organisasi dari
bagaimana manusia bisa diperintah

“Government is the organization of men under authority..how men
can be governed.”

ilam pembuatan undang-

artinya

Menurut Frmaya Suradinata, ilmu pemerintahan merupakan
disiplin ilmu yang terkait erat dengan penyelenggaraan sistem
pemerintahan.
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“Secara etimologl, pengertian ilmu pemerintahan dapat dibagi
dua, yaitu pengertian ilmu dan pengertian pemerintahan, ilmu
berarti suatu pengetahuan yang diperoleh secara etimologis dan
berlaku universal. Sedangkan pemerintahan adalah proses
kegiatan pemerintahan, kegiatan lembaga-lembaga publik dalam
fungsinya untuk mencapai tujuan negara.”

Apabila kedua pengertian itu disatukan, Ermaya Suradinata
(1998), maka pengertian tentang ilmu pemerintahan yaitu sebagai
berikut:

“suatu pengetahuan yang mempelajari proses kegiatan lembag-
lembaga publik dalam tungsinya untuk mencapai tujuan negara,
dimana pengetahuan di dapat melalui suatu metodologi ilmiah
dan berlaku universal. Secara konsepsional, ilmu pemerintahan
adalah 1mu yang mempelajari tentang cara pengaturan lembaga-
lembaga publik dan  bagaimana lembaga-lembaga itu
difungsikan, baik yang bersifat intern, maupun ekstern yang
ditujukan untuk kepentingan warga. Pendekatan materi disiplin
merupakan karakter utama dari ilmu pemerintahan dalam
menelaah gejala pemerintahan. Pendekatan ini lahir sebagai
penyempurnaan dari pendekatan interdisplin yang sebelumnya
dipergunakan.”

Pendapat yang dikemukakan oleh Suradinata dapat disimak dua
hal pokok yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yaitu
ilmu pengaturan dan optimalisasi peranan lembaga publik. Menurut
penulis artinya substansinya adalah merupakan objek material dari
ilmu  pemerintahan sedangkan bagaimana lembaga-lembaga itu
difungsikan merupakan sistem tata kelola pemerintahan.

Selaras  dengan Ngadisah (dalam Simangunsong, 2016)
mendefinisikan ilmu pemerintahan yaitu ilmu yang mempelajar
tentang  penstrukturan  dan  pengelolaan  aktivitas-aktivitas
pemerintahan dan dampaknya terhadap hubungan antara pemerintah
dengan rakyat dan lingkungannya. Menurut penulis  kata
penstrukturan dapat dimaknai sebagai suatu proses pengaturan dan
adanya aktivitas pemerintahan yang memberi dampak kepada
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hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan lingkungannya. Hal
tersebut bermakna bahwa apa saja yang dilakukan oleh pemerintah
akan memberi efek terhadap kualitas hubungan pemerintah itu
sendiri. Dalam arti apabila tata kelola yang dilakukan oleh
penstrukturan dan aktivitas pemerintahan itu memenuhi standar,
maka akan dipasttkan ada kepuasan, terutama dalam fungsi
pemerintah sebagai pemberi layanan dan begitu pula sebaliknya.
Dalam konteks ini tata kelola memegang
World Bank mengatakan bahwa

an penting.

dilthat dari  sistem
penyelenggaraan manajemen yang bertanggung jawab yang
berlandaskan dan menjunjung tinnggi prinsip demokrasi, salain itu
juga untuk menghindari kesalahan dalam mengalokasikan investasi
serta untuk mencegah korupsi, dengan menciptakan Jega/ dan political
Sframework. Tata kelola pemerintahan atau good governance, pada
umumnya dipahami sebagai suatu hal yang berhubungan dengan
langkah-langkah, upaya dan tindakan mempengaruhi permasalahan
umum (Sedarmayant, 2003).

Selanjutnya jika ditinjau dari sudut pandang fungsional atau

erintah, dari segi goemance, ada dua kemungkinan vyaitu
baik atau

justru sebaliknya terjadi in-efisiensi. Maka dari itu diperlukan: 1)
Economic  Governance, vyang meliputi pengambilan peran dalam

memutuskan suatu kebijakan keputusan yang mengakomidir terhadap
kesetaraan, kualitas hidup dan kesejahteraan 2)
Administrative Governance, adalah sistem pelaksanaan s
kebijakan, vyang meliputi faktor-faktor diantaranya;

Bersandarkan pada asumsi bahwa organisasi pemerintahan
sebagai makhluk hidup, maka organisasi pemerintahan memiliki
interaksi antara dirinya dengan lingkungannya secara dinamis, konteks
inilah yang dimaknai sebagai Ekologi Pemerintahan oleh Ndraha
(dalam Wasistiono, 2011) “yaitu cabang ilmu pemerintahan yang
mempelajari  pengaruh  lingkungan  ruang-waktu  terhadap
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pemerintahan, baik sebagaimana adanya (dasr sen) maupun
sebagaimana diharapkan (das sollen)”.

Secara epistimologi, mempelajari Ilmu Pemerintahan sekaligus
merupakan metode/teknik untuk menganalisis gejala/peristiwa
pemerintahan  yang terjadi (Wasistiono, 2014). Ada beberapa
pendekatan dianataranya pendekatan sistemik, yang terdiri atas analisis
hierarkhi sistem dan analisis sistem secara fungsional. Pendekatan
Analisis Hierarkhis sistem melihat bahwa sistem pemerintahan mulai
dari supra sistem sampai sub—sub sistem yang terkecil dengan
menguraikan dan memahami kedudukan dan fungsi masing—masing
dalam sebuah sistem pemerintahan nasional, dapat tergambarkan dan
di eksplorasi perilaku dan peran dan fungsi setiap jenjang
pemerintahan, pemahaman ini akan memberikan rasa harmonis dan
dinamis yang dilandasi perasaan saling percaya, karena pemerintahan
adalah bisnis kepercayaan. Sedangkan analisis sistem secara
tungsional, adalah teknik yang melihat secara keseluruhan (sistemik)
komponen sistem itu sendiri untuk dapat memahami secara detail
tungsi dart masing-masing komponen.

Sementara menurut Rasyid (2007:79) makna pemerintahan
adalah tahapan dalam tindakan untuk memelihara, menegakkan
keadilan, dan menjamin perlakuan adil berdasarkan hukum bagi warga
negara, serta memberikan pelayanan untuk sebuah kemajuan bersama.
Dengan demikian, tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk
menciptakan kondisi bagi masyarakat yang dapat dimanfaakan dalam
mengembangkan kreatifitasnya dan memberiakn pelayanan  demi

mencapai pefahan yang lebih baik, oleh karenanya menurut Rasyid
(2007:11-13) ada [

Pertama, menjamin keamanan suatu Negara dari kemungkinan
terburuk  dan  melakukan mitigasi  agar tidak  terjadi
pemberontakan atau kudeta yang ingin menggulingkan
pemerintahan yang sah.

Kedua, menciptakan ketertiban bagi seluruh masyarakat serta
menjamin agar dinamika perubahan yang terjadidi dalam
masyarakat dapat berjalan secara damai.
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Ketiga, menerapkan perlakuan yang adail kepada setiap warga
masyarakat tanpa ada pembedaan status apapun yang melekat
pada diri mereka. Adanya kepastian dan jaminan akan keadilan
ini harus tercermin melalui aktifitas yang nyata dan dibuktikan
secara optimal, dan diterapkan secara adil, serta dimana terdapat
perselisihan dapat diselaiakan dengan damai.

Keempat, melaksanakan pekerjaan umum yang dianataranya
memberi  pelayanan terhadap bidang-bidang yang tidak
dimungkinkan dikerjakan oleh lembaga bukan pemerintah, akan
tetapi akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. Bidang
ini  diantaranya mencakup pembangunan infraastruktur,
menyediakan  fasilitas  pendidikan, pelayanan kesehatan,
penyediaan air bersih, transportasi umum dan ketersedianya
peralatan kegawat daruratan misal pemadam kebakaran.

Kelima, melakukan upaya-upaya vang dapat mningkatkan
kesejahteraan bagi masyarakat, membantu tidak mampu dan
memelihara orang-orang disabilitas atau berkebutuhan khusus,
panti jompo dan anak-anak yang kurang beruntung, melakukan
pendampingan pada masyarakat agar timbul jiwa kemandirian
sehingga produktif dalam keseharianya

Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang bermafaat bagi
masyarakat luas, sehinnga berdampak secara nasional seperti
mengendalikan  laju  inflasi, terbukanya lapangan kerja,
meningkatnya bidang perdagangan domestic antar bangsa, serta
kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan
ketahanan ekonomi, negara dan masyarakat.

Ketujuh, mengimplementasikan kebijakan untuk pemeliharaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah, dan
hutan. Pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan
penulisan dan pengembangan untuk pemantaatan sumber daya
alam dengan mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi
dan reservasi.
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Melihat layanan pemerintahan -, sangat jelas
bahwa begitu besar dan kompleks tangeung jawab

yang diemban oleh pemerintah. Sehingga pemerintah harus memiliki
badan-badan eksekutif, manajemen tata kelola, dan seperangkat aturan
main (regulasi).

Kebijakan menurut James A. Anderson ( 2003:2 ) sebagai
berikut: “....a relatively stable, purposive course of action followed by
of actors in dealing with a problem or matter of
, tindakan yang senyatanya
sehubungan dengan adanya

. Dalam konsep menjelaskan
suatu seharusnya

ditujukan menjadi suatu fakta yang telah bukan sekedar
apa yang diinginkan. Lebih lanjut dikatakan James E Anderson
(2003:3) “this definition focuses on what is actually done instead of

an actor or
concern.” (...

what 1s only proposed or intended; public policies are those
developed by governmental bodies and officials.” Definisi 1ini
an apa adanya sesuai dengan yang telah dilakukan.
ditentukan

itu pasti target/ tujuan
tertentu; 3) kebijakan itu menggambarkan karakteristik pejabat
hal

suatu atau

pemerintah; 4) keinginan untuk melak
mengungkapkan akan melakukan suatu hal; 5)

bernilai - yaitu

ada permasalahan yang ada, atau sebaliknya bernilai negatif
h adanya ﬁ dari

apapun; dan 0) kebijakan publik sekurang-kurangnya dalam
arti yang bernilai positif yang selalu berlandaskan pada perundang-
undangan yang bersifat otoritatif,

Regulasi inilah yang kemudian menjadi output yang wajib
dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah yang kemudian kita sebut
sebagai kebijakan publik. Hal inilah yang menurut para ahl
menyatakan eratnya keterkaitan antara pemerintahan dan kebijakan
publik. Begitu juga Thomas Dye (1972:1), lebih luas menatsirkan

kebijakan sebagai “whatever government choose to do or not to do”™
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dilaksanaan dan
suatu

ingin dilaksanakan oleh

demikian peran
memiliki i yang

mengatur, mengarahkan dan mempengaruhi kehidupan masayarakat.
Pun demikian halnya kebijakan pemerintah melalui UU 6 tahun 2014
yang berimplikasi pada sumber pendapatan desa berupa (@D
merupakan salah satu contoh kebijakan publik yan

, khususnya masyarakat desa sebagai kelompok sasaran
(target group) dari UU 6 tahun 2014,

Konsep Desentralisasi pada Pemerintahan Desa

Pierre dan Peters (2000) berpendapat bahwa mulai tahun 1980
an sampai 1990 di anggap terjadi penurunan kontribusi atau peran
negara, hal ini hampir menyeluruh diberbagai belahan dunia.
Begitupun keadaaan yang terjadi di Indonesia, kita masih ingat betul
bagaimana gelombang perubahan, yang telah merubah tatanan
pemerintahan secara besar-besaran mulai dari paradigma terhadap
sistem pemerintahan, masa sebelumnya telah ~memposisikan
masyarakat dalam sudut pandang yang masih sempit kemudian
berubah menjadi konsep desentralisasi. Gagasan ini muncul sebagai
akibat dari adanya pola yang sudah ada hampir diseluruh dunia yang
memperlihatka dan mengarah pada sektor ekonomi lingkungan atau
pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah dengan memberikan
ruang bagi warganya untuk berpartisipasi serta upaya memperbaiki
komunikasi publik kaitannya dengan kecepatan, efektif, dan efisien
dalam memberikan pelayanan (Bertucci dan Senese, 2007:43).

Iis impossiblento  standardizebthe use of thewword desentarlizationnby
looking  to  give  implications  thatwwwould — be  acceplablenuniversally
(Meenaksundaram, 1999:55), selanjutnya ia juga mendefinsikan bahwa
sulit untuk mencirikan suatu desentralis{il} vang sebagian besar diakui
atau dipahami sebagai desentralisasi.

“d’f*.:’mfm&'{afiaﬁ is more a ff*@‘?ﬁ:faﬁ;ﬁfb than science™.
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ton

Degentralization invelves  the de.
in tervitorial hierarchy, whether hierarchy
- within  a - scale organization (
desentralisasi merupakan * the legal conferring of powers discharges specified
or  residual  functions  wpon  formally  constituted  local  authorities
(Hoessein,2000:10).  Dikatakan lebih lanjut bahwa desentralisasi
sebenarnya mengandung dua elemen yang berkaitan, yaitu
pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara
hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik
yang dirinci maupun yang dirumuskan secara umum.

Secara definisi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu
perspektif  administratit dan  perspektif  politik.  Perspektif
desentralisasi politik menerjemahkan desentralisasi sebagai devolusi
kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;
sedaangkan perspektif desentralisasi administratif di artikan sebagai
pendelegasian wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah (Gayatri, 2007). Namun demikian smith (1985)
mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup beberapa elemen
ketika desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang,
yakni pertama, desentralisasi memerlukan pembatasan area, yang bisa
didasarkan pada tiga hal, yaitu pola spasial kehidupan sosial dan
ckonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan public yang
bisa dilaksanakan. Kedua, desentralisasi meliputi pula pendelegasian
wewenang, baik itu kewenangan politik maupun birokratik.

Batasan desentralisasi diatas, acapkali mencakup konsep
devolution dan  deconsentration (pustaka Inggris) sedangkan pustaka
Amerika mencakup konsep political decentralization dan  administrative
decentralization, yang pertama menjadi padanan devolusi dan yang
kedua menjadi padanan dekonsentrasi. Kemudian sejak 1980-an
konsep desentralisasi mempunyai arti yang lebih luas. Konsep
tersebut mencakup sub konsep devolusi, dekonsentrasi delegasi, dan
privatisasi (Cheema dan Rondinellil983; Rondinelli Nellis dan
Cheema, 1983; Jha dan Mathur, 1999; dalam Hoessein,2001:2).
Menurut Cohen dan Peterson (1999) konsep privatization dapat
digolongkan ke dalam sub konsep delegation. Sehingga konsep
desentralisasi hanya mencakup sub konsep devolution deconcentration dan
delegation (Hoessein, 2001:2-3).

of power to lower level
governments within
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Hoessein (2001:2) melihat dari perspektit sistem pemerintahan
Indonesia, menilai  devolution  sebagai  padanan  desentralisasi,
deconcenration sebagai padanan dekonsentrasi dan delegation sebagai
padanan desentralisasi fungsional. Devalution berkaitan erat dengan
konsep local government dan konsep local antonomy. Desentralisasi adalah
penyerahan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah
lokal untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai
rumah tangga sendiri (secara otonom). Sedangkan dekonsentrasi pada
prinsipnya adalah bagian tak terpisahkan dari sentralisasi. Pemerintah
pusat menugaskan aparatnya untuk menjalankan kewenangan pusat di
daerah. Dan Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada
pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat
atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang
menugaskan.

Ahli dan penulis telah memuji desentralisasi sebagai alat yang
terbatk untuk mendekatkan pemerintahan dengan warga negara,
untuk memperbaiki pengambilan keputusan umum, dan untuk
membuat penyampaian layanan menjadi lebih etektit (Bertucci dan
senense, 2007:43), senadill dengan ini Cheema dan Rondinelli
2007:18 meny ebut 5 contributing -

dewszmmf aﬁ;&cﬁzam and asses the challlenges of designing
appropriate decentralization  policies and programs and implementing  them
effectively.”

Singh  (2007:236) dalam  kajianya menyatakan  bahwa
“decentralized governance supports the expansion of sustainable livelihoods; both
are associated with ownership and self empowerment from the bottom up.
Specifically, pro poor policies that protect property and labour rights, expand access
to justice and the law, and create business opporiunities help reverse trends in
develgping conntries that force the majority of the poor to operate outside formal
lesal and economic systems.”

Perspektif kaca m{lh demokrasi lokal, Smith (1985:24-30)
menjelaskan desentralisasi

dimana
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warga negara atau
mulal dari

meneurai  permsalahan

Pelaksanaaan desentralisasi

percepatan dalam
memahami

masyarakat. Lahirnya
- adalah salah satu instrument desentralisasi
ditujukan ke hanya saja ‘fransfer of authorsty bersumber dari
rekognisi (pengakuan) sekaligus subsidairitas (memiliki kewenangan)
yang membedakan keberadaan desentralisasi yang ditujukan pada
kabupaten/kota, termasuk di dalamnya dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.

Konsep Kebijakan Publik

Mengenai analisis yang dilakukan oleh penulis, serta untuk
mengetahu akar masalah dalam implementasi dana desa, berikut
penulis sajikan beberapa konsep yang berkaitan dan berhubungan
langsung dengan kebijakan publik. Harold Laswell ia telah
merumuskan 3 dimensi yang berkaitan dengan perihal kebijakan,
pertama yaitu dimensi konten yaitu masalah yang ada, kedua, proses
yaitu langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesatkan masalah
dan ketiga yaitu konteks yang merujuk dimana masalah itu berada
(Santoso, 2010). Ketiga dimensi tersebut, tidak semuanya langsung
dilakukan secara bersama untuk menghasilkan suatu kebijakan.
Misalnya model teknokrat, model ini cenderung condong dengan hal
kebijakan dan mengasumsikan bahwa dimensi lainya tidak menjadi
persoalan. Akan tetapi proses penentuan kebijakan selama ini, masih
mengaju pada model teknokrat, yaitu suatu kebijakan/peraturan yang
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menjadikan  konteks masyarakat sebagai dasar utama dalam
penentuanya.

Apabila kita bandingkan era-demokrasi saat ini dengan era orde
baru dari segi pembangunan bisa kita katakan hampir imbang atau
sama artinya tidak banyak perubahan. Sutrisno pada era itu,
berpendapat  bahwa masa Orde Baru jika dilihat darni
perananan/keterlibatan negara dalam pembangunan nasional terlihat
otoriter dan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara terpusat. Negara
memiliki peranan sebagai penggerak atau katalisator dalam sebuah
pembangunan, hal itu dapat dilihat mulai dari menyiapkan atau
mengalokasikan anggaran untuk progam pemabangunan selanjutnya
merencanakan  dan  kemudian = mengimplementasikan  atau
melaksanakan, serta mengawasi dan mengevaluasi  proram
pembangunan yang telah direncanakan. Dikarenakan beban pekerjaan
dan tanggung jawab pemerintah yang luas dan berat, tanpa disadari
oleh pemerintah mereka menjadi kurang sensitit dan kesalahan
paradigma bahwa pemerintah mempunyai hak/kewenangan untuk
membatasi wara negara dalam memilih alternatif pilihan dalam
pembangunan.

Thomas Dye dalam Michael Howlett, Dye juga menerangkan
pemerintah adalah agen dari kebijakan publik, maka saat kita
mendiskusikan  tentang  kebijakan publik, artinya  kita  telah

endiskusikan tindakan vyang dilakukan oleh lembaga
) Sedangkan [N

, dalam argumentasinya menganalogikan apabila kebijakan
yang dikdarkan dan dikendalikan oleh pembuat kebijakan itu
dikatakan “nasi bungkus”
menu
dan program
untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
tinal, yan
kearifan

suatu

dinikmati semuanya.
an tujuan
, pada
secara

menyeluruh, desa

Proses - publik  vang serba dikendalikan oleh
pemerintah, menurut (D 2001) pada tahap pelaksanaan kebijakan
yang merupakan teknis

pun sering kali disetir sepenuhnya
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oleh pemerintah. Seperti halnya model implementasi kebijakan yang
bersitat ‘op-dowfimana implementasi kebijakan dimaknai sebagai
kegiatan untuk

-urutan

dimaknai sebagai hal v berkisar

di dalam “hipotesis kebijakan”. Oleh karena itu,
maka dalam model implementasi yang bersifat fgp-down ini, Rousseau
telah menggarisbawahi bahwa, “segala sesuatu adalah baik jika
diserahkan ke tangan sang Pencipta, dan segala sesuatu adalah buruk
di tangan manusia”.

Uraian di atas menggambarkan dengan jelas bagaimana alur
kebijakan yang lebih banyak didominasi oleh kekuatan-kekuatan pusat
dan mengabaikan kekuatan lokal. Lebih jauh Wibowo merumuskan
bagaimana kebifjakan dirumuskan dan diimplementasikan dengan
sangat sedikit memperhatikan stakebolder-stakebolder yang justru
langsung merasakan dampak dari kebijakan itu sendiri (Wibowo,
2004). Sehingga dapat dilihat bahwa selama ini pemerintah dalam
proses pembangunan seringkali mengabaikan institusi sosial yang
merupakan konteks yang ada dalam sebuah masyarakat. Tanpa
disadari, model teknokrat sudah dijadikan mainstream dalam proses
kebijakan  selama ini. Pemerintah menetapkan  karakteristik
pembangunan di Indonesia dan menjalankannya dengan cara relatif
sama antara masyarakat dengan yang lainnya, padahal karakteristik
masyarakat yang dilingkup dalam sebuah sistem sosial sangat berbeda
dengan masyarakat yang lain. Padahal sebagai kebijakan publik yang
ideal, misalnya apa yang disajikan Grindle tentang variable (dimensi
kebijakan public) antara dimensi kebijakan yang satu dengan dua
dimensi kebijakan yang lainnya haruslah setara.

Berdasarakan hal-hal tersebut maka, ada beberapa premis yang
menjadi garis besar. Perfama, studi ini menyepakati bahwa dalam
proses kebijakan publik khususnya tahap implementasi tidak akan
berhasil jika model kebijjakan yang digunakan hanya sebatas proses
satu arah antara pemerintah atau pemerintah desa kepada masyarakat
tanpa ada partisipasi dari masyarakat sebagaimana model kebijakan
teknokratis yang abai terhadap konteks. Oleh karena itu, dalam studi
ini akan mengkompilasikan beberapa model untuk kajian kebijakan
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DD yang diimplementasikan di Kabupaten Lombok Tengah dengan
kerangka tiga dimensi kebyjakan publik. Kedua, karena studi ini akan
menguak kelemahan kebijakan DD yang dianalisa pada tahap
implementasi  kebijakan DD dengan membandingkan kinerja
kebijakan DD pada lokus penulisan, maka kriteria yang menjadi acuan
penulis yaitu indikator kinerja DD berupa pencapaian kebijakan DD
dalam membentuk sutput dan outeome kebijakan.

Konsep Implementasi Kebijakan

Webster

sesuai yang dikatakan
(1979) i dalam tulisanya Solihin Abdul
Wahab (2008: 65), “Implementasi adalah memahami apa yang

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau
dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan
yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah
disahkannya  pedoman-pedoman  kebijaksanaan Negara yang
mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun
untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau
kejadian-kejadian.

Pernyataan sama sampaikan
‘), bahwa berhubungan

usaha atau tahapan-tahapan untuk mewujudkan tujuan yang sudah
ditargetkan. Pada fase ini pada dasarnya menekankan kepada peran
pemerintah  atas upaya apa vyang perlu dilakukan untuk

pengimplementasian kebijakan agar hasilnya s@i dengan va
direncanakan. Selanjutnya, mengingat arti serta

tidak disadari . Hal ini dapat diartikan
kebijakan itu berupa suatu tahapan atau stap-stap sederhana yang di
dalamya ada ketidak sederhanaan atau hal yang sulit.
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Sebagaimana dengan apa vyang sudah dituliskan  diatas,
implementasi kebijakan juga bisa dimaknai sebagai kerja antar lembaga
atau birokrasi, nilai budaya serta tren pola hidup masyarakat yang
memiliki dampak kritis pada peraturan atau kebijakan yang telah
dijalankan, serta berdampak terhadap dunia globalisasi hingga
masyarakat bfilvah. Agar implementasi berjalan denga baik, maka
lembaga atau memiliki program

o 5
menjadi  harapan  masyarakat  yang menjadi  objek  dari
program/kebijakan tersebut. Oleh sebab itu setiap kebijakan yang
dibuat harus fleksibel pada tahap penerapannya, karena bisa jadi
kebijakan tersebut pada pelaksanaan kebijakan ditolak oleh
masyarakat sehingga perlu diubah bahkan jika diperlukan di hapus.
Seperti yang sering kita jumpai telah terjadi proses negosiasi antara
para perumus kebyjakan dengan masyarakat secara langsung dengan

mendengarkan salah satu agendaya mendengarkan harapan-harapan
masyarakat sebelum akhirnya diputuskan sebuah peraturan atau
kebijakan. Akan tetapi taktanya dalam banyak kasus harapan, masukan
atau tuntutan masyarakat tersebut hampir selalu tidak diikutsertakan
atau kurang dipflhatikan pada saat
elaksanaannya.

tidak adanya
akuntabel yang telah disiapkan oleh pemerintahan.
berpendapat -: “the provision of welfare can be regarded as

a complex mixture of contributions from our sources: government, markel,

voluntary organizations and individnal bousebolds.” Pelaksanaan program
oo [ :-hiccc: momic:

timbulnya konflik permasalahan yang tidak dinginkan dan berdampak
pada minimnya capaian pada pelaksanaan kebijakan. Untuk itu
sekarang ini diperlukan adanya suport I'T dibidang administratiive guna
mendukung  sekaligus memperbaiki  tahapan, perumusan dan
pelaksanaan program/kebijakan. Selanjutnya W.Parsons mengatakan
sangat dipefkan lebih lanjut untuk mengembangkan dengan apa
rang disbut
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Beberapa pengertian terkait _ program atau
kebijakan publik dapat penulis sajikan berikut ini:

-

Implementasi
Penulis

Van Meter Van  Impelementasi kebijakan publik ialah

Horn (1975) langkah-langkah pemerintah dan pithak non
pemerintah dalam menjalankan keputusan
yang diarahkan untuk sebuah perubahan
(halaman. 447) Lnti: tindakan pemerintah,
mengoperasionalkan keputusan, adanya
perubahan, tujuaan keputusan publik.

2 Berman (1978)  Analisis implementasi adalah studi mengapa
keputusan otoritatif (kebijakan perencanaan
hukum, dst
diinginkan

(hal4-5)
Analisis impelementasi alah studi terhadap
kondist untuk membuat keputusan otor
menghasilkan manfaat yang diinginkan (

) (halaman 5)
Inti: analisis implementasi adalah studi kritis
mengapa keputusan otoritatit tdk tidak
berhasil, untuk membuat keputusan
otoritatif, adanya manfaat yang diinginkan

3 Goggin (1999) Implementasi pemerintah ialah serangkaian
keputusan tindakan terarah agar mandat
sudah diputuskan menghasilkan etek (a

lowars

(Halaman 41)
Inti: adanya keputusan tindakan terarah,
adanya mandat, adanya efek
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4 Bartwal dan Sah  Peningkatan implementasi dilakukan melalui

(2008) (halaman 465):

1.

0.

-1

Pimpinan lembaga pemerintah
menyusun pernyataan, tujuan baik dalam
jangka panjang atau jangka pendek
secara jelas.

Pelaksana harus memahami target lokasi
dan kelompok sesuai kebijakan yang
disusun

Pimpinan lembaga pelaksana harus
memprioritaskan kegiatan sesuai
kebijakan

Sumberdaya manusiakeuangan dan
infrastruktur tersedia sesuai prioritas
kegiatan

Pimpinan lembaga wajib melatih
aparatur tentang implementasi sesuai
tercantum dalam pernyataankebijakan,
tujuan umum, target kelompok, target
wilayah,jenis manfaat, kerangka waktu,
dan rencana pelaksanaan

Pelaksana harus memobilisasi dukungan
publikdan opini publikyang berguna
melalui saran formal dan informal, sesuai
tugasnya '

Pelaksana

Inti: syarat peningkatan implementasi
kebijkan

Sumber: Nata Irawan, Tata Kelola pemerintaha Desa, Pustaka Obor,

Jakarta, 2017

- penyusunan peraturan

Nugroho (-

dan bagian yang urgent dari

rangkaian penyusunan peraturan tentang kebijakan publik. Akan

tetapi semua itu hanya akan menjadi
mempunyai rencana yang baik tetapi hanya

'an—mgﬂn kosong jika
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dilaksanakan/tidak ,  karena -
dilihat dari

bagaimana
Sehingea,

mengawasi atau
elaksanaan  ini

elaksanaannya. taha
pelaksanaan,
akan muncul terprediksi, dan yang
menjadi momok dalam proses pelaksanaan yaitu konsistensi.

Seperti yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, dalam
melakukan analisis kebijakan publik tidak terlepas dari pengkajian tiga
dimensi penyusun kebijakan publik, yaitu konten, konteks dan proses
kebijakan itu sendiri. Ketiga dimensi di dalam analisis kebijakan publik
tersebut tidak hanya berhenti digunakan pada proses perumusan
kebijakan, melainkan juga sampai pada tahap implementasi kebijakan.
Namun menurut Santoso, pada prakttknya selama ini dalam proses
kebijakan publik tidak selalu mengedepankan ketiga dimensi tersebut
dengan porsi yang sama dalam sebuah kebijakan publik. Seperti
halnya kebijakan yang berorientasi pada dimensi konten akan
mengasumsikan bahwa dimensi proses dan konteks tidak problematis.
Kebijakan publik yang hanya berorientasi dengan dimensi substansi
ini merupakan kebijakan yang menggunakan model teknokratis.

Sedangkan model teknokrat mengasumsikan bahwa kebijakan
adalah suatu tahapan yang asarkan logika birokratik ala Weberian,

yaitu “everything is possible”.
lebih ruang y
keterlibatan semua knmpnnen termasuk masyarakat,
- meminimalisir atau _ hal
terkonsep tidak teripikirkan oleh govemmment atau meminimalisir
kekurangan dan kesalahan.

Lebih lanjut dalam model kebijakan publik yang menekankan
pada dimensi proses, kebijakan publik tidak hanya dimaknai sebagai
rutinitas dan peran satu arah dari pemerintah kepada masyarakat,
melainkan  juga terdapat partisipasi masyarakat dalam proses
merumuskan kebijakan publik. Untuk itu, di dalam kajian Lele
ditegaskan bahwa perlunya memahai kebijakan publik secara utuh,

orientasinya
besar
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tidak sekedar sebagai eutomes proses polittk murni, tetapi juga sebagai
proses filsatat. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan tentang
kebijakan publik baiknya difokuskan pada langkah-langkah untuk
mencari  esensial  atau  public  inferest  yang  lebih  bersifat
komunikatif, partisipatif =~ sera  emansipatoris  yang  dalam
memformulasikanya membutuhkan pendekatan khusus  diluar
pendekatan ortodoks-konvensional sebagaimana yang digunakan
saat ini. Alisjahbana mengatakan kebijakan pembangunan yang
berfokus pada sumber daya manusia sejatinya dalam pelaksanaan-nya
memerlukan adanya keterlibatan langsung dari masyarakat. Harapanya
dengan adanya keterlibatan tersebut, terdapat kontrol terhadap
pelaksanaan pembangunan yan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kemudian, seperti yang dikat leh Steelman bahwa dalam
artisipatory planning melihat puth{Hak -
jika mereka dilibatkan sebuah
“ juga membedakan logika elit dan
partisipatoris seperti berikut ini:
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